SALINAN

BUPATI BENGKULU UTARA

PERATURAN BUPATI BENGKULU UTARA
NOMOR 43 TAHUN 2014

TENTANG

TATA CARA PENGALOKASIAN BAGIAN DARI HASIL PAJAK DAERAH DAN
RETRIBUSI DAERAH KABUPATEN BENGKULU UTARA KEPADA DESA

Menimbang

Mengingat

TAHUN ANGGARAN 2015

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI BENGKULU UTARA,

bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 97 ayat (4) Peraturan
Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan
Undang-undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, perlu
menetapkan Peraturan Bupati Bengkulu Utara tentang Tata Cara
Pengalokasian Bagian Dari Hasil Pajak Daerah Dan Retribusi
Daerah Kabupaten Bengkulu Utara Kepada Desa Tahun Anggaran
2015;

1.

Undang-Undang Darurat Nomor 4 Tahun 1956 tentang
Pembentukan Daerah Otonom Kabupaten-kabupaten dalam
Lingkungan Daerah Propinsi Sumatera Selatan (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 55, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1091);

Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan
Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);

Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah
dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2009 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 5049);

Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan
Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 5233);

Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 7, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 5495);

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan
Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014
Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia



10.

11.

12.

13.

14.

15.

Nomor 5587) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan
Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014
tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun
2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 246, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5589);

Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi
Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun
2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 5601);

Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang
Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 4578);

Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang
Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah,
Pemerintahan Daerah Propinsi dan Pemerintahan Daerah
Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun
2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 4737);

Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang
Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014
tentang Desa (Lembaran Negara Tahun 2014 Nomor 123,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539);

Peraturan Presiden Nomor 162 Tahun 2014 tentang Rincian
Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran
2015 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014
Nomor 334);

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang
Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah
diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Menteri
Dalam Negeri 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Atas
Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang
Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara
Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 310);

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 1 Tahun 2014
Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik
Indonesia Tahun 2014 Nomor 32);

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 37 Tahun 2014 tentang
Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja
Daerah Tahun Anggaran 2015 (Berita Negara Republik
Indonesia Tahun 2014 Nomor 680);

Peraturan Daerah Kabupaten Bengkulu Utara Nomor 1 Tahun
2008 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Perangkat
Daerah Kabupaten Bengkulu Utara (Berita Daerah Kabupaten
Bengkulu Utara Tahun 2008 Nomor 1) sebagaimana telah
diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Bengkulu Utara



Nomor 4 Tahun 2014 tentang Perubahan Kedua Atas
Peraturan Daerah Kabupaten Bengkulu Utara Nomor 1 Tahun
2008 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Perangkat
Daerah Kabupaten Bengkulu Utara (Berita Daerah Kabupaten
Bengkulu Utara Tahun 2014 Nomor 4);

16. Peraturan Daerah Kabupaten Bengkulu Utara Nomor 1 Tahun
2014 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah
Kabupaten Bengkulu Utara Tahun Anggaran 2014 (Berita
Daerah Kabupaten Bengkulu Utara Tahun 2014 Nomor 1);

17. Peraturan Bupati Bengkulu Utara Nomor 1 Tahun 2014
tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah
Kabupaten Bengkulu Utara Tahun Anggaran 2014 (Berita
Daerah Kabupaten Bengkulu Utara Tahun 2014 Nomor 2);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG TATA CARA PENGALOKASIAN

BAGIAN DARI HASIL PAJAK DAERAH DAN RETRIBUSI DAERAH
KABUPATEN BENGKULU UTARA KEPADA DESA TAHUN
ANGGARAN 2015.

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1.
2.

Daerah adalah Kabupaten Bengkulu Utara.

Pemerintah  Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggaraan
Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang
menjadi kewenangan daerah otonom.

Bupati adalah Bupati Bengkulu Utara.

Desa adalah desa dan desa adat atau yang disebut dengan nama lain,
selanjutnya disebut desa, adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki
batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan
pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa
masyarakat, hak asal usul dan/atau hak tradisional yang diakui dan
dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia dan
yang berada di Kabupaten Bengkulu Utara.

Pemerintah Desa adalah Kepala Desa atau yang disebut dengan nama lain
dibantu perangkat desa sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Desa.

Bagian Dari Hasil Pajak Daerah dan Retribusi Daerah adalah dana yang
dialokasikan kepada Desa se-Kabupaten Bengkulu Utara yang berasal dari 10%
(sepuluh perseratus) dari pajak daerah dan retribusi daerah Kabupaten
Bengkulu Utara yang dipungut tahun sebelumnya yang pengalokasiannya
bervariasi dengan menggunakan prosentase tertentu sesuai dengan realisasi
pajak daerah dan retribusi daerah yang ada di desa yang bersangkutan.



7.

(1)

(2)

Bagian Secara Merata adalah 60% (enam puluh perseratus) dari total Bagian
Dari Hasil Pajak Daerah dan Retribusi Daerah yang dibagi secara merata ke
seluruh desa se-Kabupaten Bengkulu Utara.

Bagian Secara Proporsional adalah 40% (empat puluh perseratus) dari total
Bagian Dari Hasil Pajak Daerah dan Retribusi Daerah yang dibagi berdasarkan
realisasi pajak daerah dan retribusi daerah masing-masing desa.

BAB II
MAKSUD DAN TUJUAN

Pasal 2

Maksud pemberian bagian dari hasil pajak daerah dan retribusi daerah
kabupaten kepada desa adalah membiayai penyelenggaraan pemerintahan,
pembangunan, pembinaan kemasyarakatan, dan pemberdayaan masyarakat.

Tujuan pemberian bagian dari hasil pajak daerah dan retribusi daerah
kabupaten kepada desa adalah untuk memotivasi pemerintah desa agar lebih
giat dalam memberikan pemahaman kepada masyarakat untuk membayar
pajak dan retribusi guna kesinambungan pelaksanaan pembangunan.

BAB III
SUMBER DANA

Pasal 3

Sumber pendapatan desa yang dapat diberikan sebagai bagian dari hasil pajak
daerah dan retribusi daerah kabupaten kepada desa adalah:

(1)

(2)

Pajak Daerah yang terdiri dari :

PBB;

Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan;
Pajak Restoran;

Pajak Hotel,

Pajak Hiburan;

Pajak Reklame;

Pajak Penerangan Jalan;

. Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan;
Pajak Parkir;

Pajak Air Tanah;

Pajak Sarang Burung Walet;
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Retribusi Daerah yang terdiri dari :

Retribusi Pelayanan Pasar;

Retribusi Jasa Usaha Lingkungan Hidup;
Retribusi Izin Pengujian Air Limbah;
Retribusi Izin Pengujian Kualitas Udara;
Retribusi Izin Pengujian Kualitas Air;
Retribusi Izin Usaha Budidaya Perikanan;
Retribusi Pengujian Kendaraan Bermotor;
Retribusi Izin Trayek;
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i. Retribusi Izin Mendirikan Bangunan;
j- Retribusi Surat Izin Gangguan Usaha,;

Pasal 4

Bagian dari hasil pajak daerah dan retribusi daerah Kabupaten Bengkulu Utara
kepada desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 bersumber dari Anggaran
Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Bengkulu Utara Tahun Anggaran 2015
berjumlah Rp.1.229.500.000.- (satu milyar dua ratus dua puluh sembilan juta lima
ratus ribu rupiah).

BAB IV
TATA CARA PENGALOKASIAN

Pasal 5

Pengalokasian bagian dari hasil pajak daerah dan retribusi daerah kabupaten
kepada desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 dilakukan berdasarkan
ketentuan:

a. 60% (enam puluh perseratus) dibagi secara merata kepada seluruh desa dalam
Kabupaten Bengkulu Utara dengan dana sejumlah Rp.737.700.000,- (tujuh
ratus tiga puluh tujuh juta tujuh ratus ribu rupiah).

b. 40% (empat puluh perseratus) dibagi secara proporsional berdasarkan
prosentase realisasi penerimaan hasil pajak daerah dan retribusi dari desa
masing-masing dengan dana sejumlah Rp.491.800.000,- (empat ratus sembilan
puluh satu juta delapan ratus ribu rupiah).

c. Pengalokasian untuk masing-masing desa sebagaimana dimaksud dalam huruf
b dilakukan dengan rumusan, yaitu jumlah realisasi pajak daerah dan retribusi
daerah dari desa masing-masing dibagi total realisasi pajak daerah dan
retribusi daerah se-Kabupaten Bengkulu Utara dikalikan dengan jumlah bagian
dari hasil pajak daerah dan retribusi daerah proporsional.

Pasal 6

Besaran bagian dari hasil pajak daerah dan retribusi daerah Kabupaten Bengkulu
Utara kepada Desa dalam Kabupaten Bengkulu Utara sebagaimana dimaksud
dalam Pasal 5 tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak
terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

BAB V
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 7

Pada saat Peraturan Bupati ini mulai berlaku, maka Peraturan Bupati Bengkulu
Utara Nomor 26 Tahun 2014 tentang Tata Cara Pengalokasian Bagian Dari Hasil
Pajak Daerah dan Retribusi Daerah Kabupaten Bengkulu Utara Kepada Desa
Tahun Anggaran 2014 dicabut dan dinyatakan tidak berlaku lagi.



Pasal 8
Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal 1 Januari 2015.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati
ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Bengkulu Utara.

Ditetapkan di Arga Makmur
pada tanggal 23 Desember 2014

BUPATI BENGKULU UTARA

ttd

H.M. IMRON ROSYADI
Diundangkan di Arga Makmur
pada tanggal 23 Desember 2014

SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN BENGKULU UTARA

ttd

SAID IDRUS ALBAR
BERITA DAERAH KABUPATEN BENGKULU UTARA TAHUN 2014 NOMOR 43

Salinan Sesuai Dengan Aslinya

KEPALA BAGIAN ADMINISTRASI HUKUM
Setdakab.Bengkulu Utara

ZULKARNAIN
Pembina Tingkat I (IV/b)
Nip.196407051988031010




